
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tcntang Pcmbcntukan Dacrah 

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Betita Negara 

Republik Indonesia Tahnn 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan clan Penerapan Ilmu Pengetahuan clan Teknologi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4219); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati; 

b. bahwa dalam perumusan kebijakan daerah untuk peningkatan pembangunan 

pemerintah daerah harus mempertimbangkan arahan basil kajian penelitian, 

pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu 

dibentuk Dewan Riset Daerah yang mempunyai tugas memberikan masukan 

sebagai lembaga ilmu pengetahuan clan teknologi yang bebas dan obyektif; 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, 

tcntang Sistcm Nasional Pcnclitian, Pcngcmbangan dan Pcncrapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi, serta dalam rangka peningkatan pembangunan 

dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terarah, terpadu 

clan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan 
masyarakat; 
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PERATURAN BUP ATI TENT ANG PE1v.1BEN1UKAN ORGANISASI DAN 

TATA KERJA DEW AN RISET DAER.AH KABTJPATEN PATI. 

IvIE:MUTUSKAI...J": 

10. Kcputusan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2001 tcntang Pcdoman 

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pali; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati 

(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 seri D); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati 

(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 seri D); 

7. Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1999 tentang Dewan Riset Nasional; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungiawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4022); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

Menetapkan 



(1) DRD adalah Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Daerah 

di bidang pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan 

berkedudukan di Kabupaten Pati. 

BAB ID 

K.EDUDUK.AN DAN TUGAS POKOK 

Pasal 3 

Dengan Peramran Bupati ini dibentuk Dewan Riset Daerah. 

BAB II 

PE!vIBENTUKAN 

Pasal 2 

8. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan 

dari terapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang 

mcnghasilkan nilai bagi pcmcnuhan kcbutuhan, kclangsungan, dan 

peningkatan mutu kehidupan manusia; 

5. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset 

Daerah Kabupaten Pati; 

6. Ketua adalah Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Pati; 

7. Ilrnu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan 

dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu 
yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantit.atif, 

kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala 

alam dan/ atau gejala kemasyarakatan tertentu; 

4. Kantor Penelitian dan Pengemhangan adalah Kantor Penelitian dan 

Pengembangan Kabupaten Pati; 

Dalarn Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pati; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati clan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Pati; 

BABI 

KETENTIJAN ThruM 

Pasal 1 



(2) DRD berkedudukan di bawah dan berranggungiawab rangsung kepada
Bupati.

Pasal4

DRD sebagaimana dimal+sud pasal 3 mempunyai tugas pokok memberikan
saran dan/arau arahan datun moningkatkan pembangrman s€rta pengembangan
di bfttang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Paeal5

untuk menyeienggarakan rugas poicok sebagaimana dimaksud pasal 4, DRD
wajib melaksanflkan prinsip juj'r, bebas dan obyektif daram kerangka
krsdibilitas keilmusn.

Pasal6

{r) Dalarn menv*lenggarakan tu&as pokok sebagaimana dimaksud pasai 4,
DRD wajib bekerjasama dengan Kantor peneritian dan pengembingan

Kabupaten Pati.

(2) Dalam hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat o), DRD
s€caf,a ex-afficio meqiadi Dewan paftar dafi Kantor penelitian dsn
Pengembangan Kabqpaten pati.

tsAts IV
SUSTJNA}I ORGAMSASI

PaEal ?

{l} Susunan ftganisasi DRD rsrdfi dari :

a. Ketua;

tr. Ketua I;

c.. Ketua tr;

d. Sekretaris I;

e. Sekretaris II.

f. Anggota.

{2) tsagan organisasi DRI-} sebagaimana tersebut dalanr Lanrpiran perafinan
ini.



rasal i
Ketua" Ketua I dan Ketsa u DRD se.bagairnana dirnaksud pasal ? a3,at (l )
hunrf a, b dan s' mcmpuny&i tugas untuk melaksanakan t*gas pakok
sebagaimana dinraksud Pa*al 4.

Paeal9

(1) $ekretaris I dan sekretaris rI sebagairnana pasal T ayat(u huruf d dan c,

mempunyaitugas:

a. membant' Ketu4 dalam mengkoordinaeikan tugas-tugas DRD;
b. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan adminietrasi rxrtuk

kcl*ncaran pelaksanaan tugas-hrgas DRD;
c. nre'nrbErikan dukrxrgaii tEknis operasion*l dakm rar-rgka pelaksanaan

trgas DRi);

d. melakukan trga.s-tugas r*in yang diberikan oieh Ketua.

(2) D{fammElaksanirkam lugils uebagaimnna dimaksu{t ayat (i), Sekrct"ffis I drtlt

Sekretuts II beltanggungiawab kopada Kehra.

Passl 10

(U Anggota DRD sebagaimana dimaksud pasal r ayat(l) huntrf, memprmyai

fugas:

a. menrberi bahan-bahan masukan kepada Ketua DRD yang brkaitan
dengan pengombaagan Irmu pangetatruan dan Teknorogi;

b. rnelakukur tugas-ftgas lai'yang diberikan oleh Ketua.

(2) Datmr mclaksanakan fugae rebagaimana dimakeud ayat (l) Anggota Dp.D
bertaaggirngi awab kepada Kehia.

BAB V

TATA KEFJA

Pasal ll
(1) Ltntuk membahas dm menyelesaika! permasalahan-pernrasalatran yang

berkaitan dcngffi Ilmu pengetahuan dsn Teknologi, DRD
menSelenggarakan rapat-rapat anggota paling sedikit 2 (dru) bulan sekafi.

{2) Ketua dan Anggota DRD dalam rapat-rapat sebagairnana dimaksud ayat (1)

mcnyampaikan bahaq saran dan usul mcngcnai pcnyiapan pcnyusunan

pritril.as Daerah tlalam bitlang Ilmu pwrgelatrwun dan Teknologi.



Fasai i2

(f) Dalam meningkatkan keahliaru kepakaran dan kompetensi individu serta

pengorganisasiamyq DRD be*anggwgiawab mengembangkan struknr

dan strata k-eahlian sesuiu dengar kebutuhan dan kema$uan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi.

{2} L}ntuk menjamin tanggrngiawatr dm akuntabilitas *kadEmik serta

profeeio'naliame, DRD wqiib menentukan gt*rdart, perryaratan dan

s€rtifikasi koanggotaannya sesuai dcngan koatrlian

Pasal13

(t) DRD dalffn melaksanakan kegiatan operasional sebagai bent'.rk

pertanggungiawabannya dilakukan sooaf,a langBrmg kopada Bupati.

(2) DRD dalann melaksanaka$ kegiata& pe,rtanggungiaviraban sssara

administrasi kepade Bupati molatrui Kopala Kantor Penelitian dan

Pengenrbangan.

(3) Urfuk kelancaran pelaksanaan tugao administuas[ Ketua DRD membentuk

Sekretariat DRD.

BAB !:I
KEANGGOTAAN, PENGA}IGKATAN, PEMBERTIET\TIAN DAN-

I\&dS.d JABATAN

Pasat l4

Keanggotaan DRD terdiri dari un$u masyarakaq praktisi akatiEmisi dan

peneliti di daerah.

Pasal 15

(U Kelua SEkretaris ilan fuiggota DRD di*ngkal tlan dibcrhsnlikan oleh

Bupati.

(2) Ketua Sekretaris dan Anggota DRD sebagaimana dimakzud ayat {1)

diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali

rmtuk I {satu) kali jabatan.



BAB \,TI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala braya yang timbul sebagai aliibat dil€tapkannya Peraturan ini

dibebankan kepada:

a. Anggaran Pendapatar dan tselmja Daerah Kabupaten Pati;

b. Srmrber dana lainyang sah dari tidak mengikat.

BAB VITI

KETN,NTUAN PENUTI.IP

Pasal 17

Pelaksanaan Peraturan ini separ$ang teknis pelaksanaan diafur lebih lanjut oleh

rtv1u4.

Pasal 18

Psaturan Bupati ini nulai bedaku pads tang$l dirmdang$an

Ditetapkan di Pati

padatanggat 7 Sesember 2005

Dundangkan di Pati

padatanggnl 7 lesenrber 2005
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LAndPiRAli ipcratriran

Tanegsi

Nomor

Bupati Pati

:7 Desenber 2005

.30 Satrun 2005

BAGAN ORGANISASI DE}YAH RISET DAERAII I{ABUPATEH PATI

BI]PATI PATI,
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l/ A -t tn A At\l ilU LiAtt :!,:;..!

PIR uu AN 
'W,

KS]TUA
KETUA I
KETUA II

TA SIMAN



PENJELASA}I

ATAS

PERATTTRA}{ BI-IPAfi PATT

TENTANG

PEMBE}JTUT.AN OP.GANISASI DA}J TATA KERJA DES"IAN RISET DAERAH

KABUPATE}-T PATI

I. UMLM.

Dengan tetah ditetapkanya Undang-Undang Nomor L8 Tahun 2002 tentatg SistEm

Nasionfll Penelitiarq Pengombangnn dan Penerapan Ilmu Pengctahuan dan Tsknologi, yang

diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84 sebagai

landasan hukum unhrk pengembangan dan p€crerapan ilmu pengetahuan dan teknaiogi sorta

dalam rangka meningkatkan pelaksarnan pembangungan di segala bidang dibutuhkan kajian dari

hasil penelitian dan penerapam ilmu pengetausn dan teknologr dalarn penyusunan kebiiakan

stategis daerah serta untuk mendorong pertumbtrhan lembaga penelitian dan jaring;an ilmu

pengetahuan dafl. t€krologi di daerah.

Pcmc,rintatt Dacrdr lftbupatcn Pati mcnyadari batrwa systcm ilmu pcngctatruan dan

lcknologi yang ada di dacrdh mempunyai poiensi mluk dikeinbangkan dalam penyr^rsuran/

per$musan kebiiakan pembangunan daerall hal ini diperlukan agtr semua pihak yang

berkepentingan dapat memahami arah, priotitas , sorta kerang$a kebijakan pemerintah daerah di

bidang ilrnu Jrengetahuan dan teknologi.

Oleh Kerena itu perlu dibentuk Dewan Riset Daerah (DRD) yimg merupakan lernbaga

ponolitian ilmu pe'ngetahuan dan tohnclog yang indepanden , jujw dan cbyoktif yang mempunyai

tugas menrbantu Pemerintah Daerafi rinhrk nrenrberikan masukaq nrahan yang keglatannya

bei'kaitan dengror kqiian dalam peilyu$num keb{iakan iimu pengetahuan dan tehnologi. Selain itu

Dewan Riget tlasrah juga berfiurgsi rmhrk mendukung pemerintatr daeratr dalam melakukan

koordinasi di bidang ilmu pngetatruan dan teknologi.

Sehubungan dengm hal dirnaksud pe.rlrr dibentuk Oganisasi da$ Tata Kerja Dewan

Riset Saerah Kabupaten Pati yang diatw dengan Peraturaa Bupati Pati.

II. PASAL DE]vtr PASAL

Pasal I ,

Cukup jelas

Pa*al 2 :

Cukup jelas



Paeal 3

Cnkupjelar

Paeal 4

Cuhry jela*

Pagal 5

Cularp jelas
n- ---lr4rj:il o

Cr*up jelas

Passl 7

Cukryjelas

Pasel I
Cukup jelas

Paeal 9

\: Culrupjelas

Pasal l0
Cr*up jetas

, Pasal l l
Cukup jelas

Pasal Lz

Cukup jclas

Pasal t3

C\*np jelas

Paqsl 14

Ctrknp je.las

\. Pasal ls
Culrrp jelas

Pasal 16

Ct{<up jelas

Pasal 17

Cukup jelae

Ps$al lg

Cf*rip jelar


